
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  

NOMOR 8 TAHUN 2005 

 

TENTANG 

 

PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

NOMOR 16 TAHUN 2004  

 

T ENTANG 

 

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

 

Menimbang  :  a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan 

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka 

kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004 perlu ditinjau 

kembali; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiama dimaksud 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 

 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3890); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
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  4.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan 

Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

 

  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

 

  6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 

 

  7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4021); 

 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4022); 

 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, TambahanLembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4540); 

 

  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi). 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

dan  

 

GUBERNUR JAWA TENGAH  

 

MEMUTUSKAN 

 

 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2004 

TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI JAWAI'ENGAH. 

 

Psal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2004 Nomor 83 Seri E Nomor 10), diubah Sebagai berikut : 

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

13. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan 

rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan 

perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian 

dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan j enazah; 

 

http://www.bphn.go.id/


